
 

 

SKRIPSI 

ALOKASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN 

DANA PARTAI POLITIK DARI ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA NEGARA (STUDI PERBANDINGAN NEGARA 

INDONESIA DAN JERMAN) 

 
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum 

 

Oleh : 

RAHIMA AULIA PUTRI 

2110111120 

 

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V) 

 

Pembimbing : 

 

Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H 

Ilhamdi Putra, S.H., M.H 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS ANDALAS 

PADANG 

2025 

 

No.Reg : 07/PK-V/V/2025 



 

i 
 

ALOKASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA 
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ABSTRAK 

Partai politik merupakan salah satu infrastruktur politik yang memiliki peran 

penting dalam melaksanakan fungsi dan kegiatanya di mana partai politik 

membutuhkan dukungan dana, salah satunya yang bersumber dari APBN. Di mana 

sejauh ini alokasi APBN di Indonesia dinilai masih kecil. Namun, masih lemah 

dalam sisi transparansi pengelolaan. Sementara itu, Jerman merupakan negara yang 

memiliki tingkat akuntabilitas dan transparansi yang bagus. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini: 1) Bagaimana alokasi dana partai politik yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Indonesia dan Jerman; dan 2) 

Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara di Indonesia dan Jerman. Penelitian ini dilakukan menggunakan 

metode penelitian yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan 

hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa alokasi anggaran dari 

pemerintah ditujukan pada pembiayaan kegiatan partai politik dan pelaksanaan 

pendidikan politik yang menjadi tanggungjawab partai kepada masyarakat. Oleh 

karena itu, partai politik diwajibkan untuk bersikap transparan dan 

bertanggungjawab dalam pengelolaan dana. Pertanggungjawaban tidak hanya 

meningkatkan kepercayaan publik, akan tetapi juga mencegah penggunaan dana 

dan praktik korupsi. Dengan membandingankan antara Indonesia dan Jerman dapat 

diketahui bahwa Jerman memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih 

tinggi, khususnya dalam hal publikasi laporan keuangan dan pemberian sanksi. 

Sementara, di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan anggaran partai politik. Oleh karena itu, Indonesia dapat 

belajar dan mengadopsi praktik transparansi di Jerman agar terciptanya sistem 

politik yang bersih dan sehat. Oleh karena itu, Indonesia patut mengadopsi praktik 

transparansi dan pengawasan publik bagi keuangan partai politik di Jerman.  

Kata Kunci: Partai Politik, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Indonesia, 

Jerman. 

 

 


